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Abstract  

This study aims to analyze the contribution of hotel tax and restaurant tax to the local revenue of 
Bukittinggi City for the period 2019-2024, identify factors that influence fluctuations in hotel tax 
revenue and declines in restaurant tax revenue, and examine strategies for optimizing the management 
of these two taxes. This study uses a mixed method approach with a descriptive research design. 
Quantitative data were analyzed using contribution ratios, while qualitative data were obtained 
through in-depth interviews with officials from the Bukittinggi City Finance Agency and analyzed 
descriptively. The results show that the average contribution of hotel tax to PAD is 13.32% (category 
“Less”) and restaurant tax is 6.46% (category “Very Less”). The influencing factors include: (1) external 
factors such as the COVID-19 pandemic, fluctuations in the number of tourists, macroeconomic 
conditions, natural disasters, and regulatory changes (2) internal factors such as low compliance among 
small taxpayers, weak administrative systems, limited human resources, and suboptimal supervision. 
The optimization strategies implemented include intensification through data updates and increased 
supervision, extensification through active data collection, digitization of the taxation system, increased 
compliance through socialization and law enforcement, inter-agency coordination, and strengthening 
of human resource capacity and services. 

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Revenue, Tax Contribution, Tourist City 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD 
Kota Bukittinggi periode 2019-2024, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi 
penerimaan pajak hotel dan penururnan penerimaan pajak restoran, serta mengkaji strategi 
optimalisasi pengelolaan kedua pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method 
dengan jenis penelitian deskriptif. Data kuantitatif dianalisis menggunkan rasio kontribusi, 
sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Badan Keuangan 
Kota Bukittinggi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 
kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebesar 13,32% (kategori "Kurang") dan pajak restoran sebesar 
6,46% (kategori "Sangat Kurang"). Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak hotel dan restoran 
meliputi: (1) faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, fluktuasi jumlah wisatawan, kondisi 
ekonomi makro, bencana alam, dan perubahan regulasi (2) faktor internal seperti rendahnya 
kepatuhan wajib pajak skala kecil, lemahnya sistem administrasi, keterbatasan SDM, dan 
pengawasan yang belum optimal. Strategi optimalisasi yang diterapkan mencakup intensifikasi 
melalui pemutakhiran data, peningkatan pengawasan, dan penagihan pajak ekstensifikasi dengan 
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pendataan aktif, digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan melalui sosialisasi, reword  
dan penegakan hukum, koordinasi lintas instansi, serta penguatan kapasitas SDM dan pelayanan. 

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pajak, Kota Wisata 

 

 

PENDAHULUAN 
Pembangunan nasional yang 

berkelanjutan membutuhkan 
dukungan pengeolaan keuangan 
negara yang mampu berjalan secara 
efektif. Salah satu langka strategis 
pemerintah dalam mewujudkan hal 
tersebt dalah melalui penerapan 
desentralisasi fiskal dalam kerangka 
otonomi daerah, sebagaimana 
tercantum dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah. Menurut Buton et 
al., (2022), kebijakan otonomi daerah 
berperan sebagai instrumen penting 
untuk mendorong pemerataan 
pembangunan yang berkenlanjutan di 
Indonesia. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
merupakan salah satu indikator 
utama dalam menilai kemampuan 
suatu daerah untuk membiayai 
pebangunan dan menyediakan 
layanan publik, dimana pajak daerah 
menjadi penyumbang terbesar. Erly  
(2011) menegaskan bahwa 
peningkatan PAD dapat mewujudkan 
melalui optimalisasi penerimaan 
pajak dan retribusi daerah, khususnya 
dengan melakukan peruasan basis 
pajak serta perbaikan mekanisme 
perpajakan. Dari berbagai jenis pajak 
daerah, pajak hotel dan restoran 
menjadi instrumen penting bagi 
daerah yang memiliki aktivitas 
pariwisata. Widiyanti & Dewanti 
(2017), menunjukan bahwa jumlah 
hotel dan restoran memberikan 
pengaruh positif dan signifikan 
terhadap pendapatan asli daerah pada 
sektor pariwisata.  

Kota Bukittinggi yang 
merupakan salah satu kota wisata di 

Sumatera Barat yang memiliki banyak 
destinasi wisata menarik seperti jam 
gadang, panorama, ngarai sianok, 
lobang jepang, dan masih banyak 
wisata lainnya. Dengan adanya tempat 
wisata ini akan menarik perhatian 
pengunjung baik wisatawan domestik 
maupun wisatawan mancanegara. 
Data BPS Provinsi Sumatera Barat, 
menunjukkan adanya kenaikan 
jumlah kunjungan wisatawan, hal 
tersebut dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 

Tabel 1. Jumlah Kunjungan 
Wisatawan Nusantara ke 
Bukittinggi (2019-2024) 

Tahun Jumlah Winus 
2019 1.691.129 
2020 898.407 
2021 1.110.308 
2022 1.432.016 
2023 1.666.355 
2024 1.333.261 

Sumber: BPS Sumbar, 2025 
 
Berdasarkan tabel 1, dapat 

dilihat bahwasanya jumlah kunjungan 
wisatawan cenderung meningkat 
maka akan mendorong tingginya 
kebutuhan akan fasilitas akomodasi 
dan layanan kuliner. Data 
menunjukan bahwa jumlah hotel 
bertambah dari 188 penginapan pada 
tahun 2019 menjadi 156 penginpanan 
pada tahun 2024, sedangkan jumlah 
restoran  meningkat dari 63 menjadi 
157 unit pada periode yang sama. 
Peningkatan perkembangan tersebut 
seharusnya berbanding lurus dengan 
kenaikan penerimaan pajak hotel dan 
pajak restoran, namun realisasi di 
lapangan justru menunjukan kondisi 

*)Penulis Korespondensi 
E-mail : bonisaputra@fis.unp.ac.id 
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yang berbeda, seperti yang terlihat 
pada tabel 2 dan 3 berikut: 
 

Tabel 2. Target dan Realisasi 
penerimaan Pajak Hotel di Kota 

Bukittinggi (2019-2024) 

Tahun Target Realisasi 
Persentase 

% 
2019 14.779.000.000 14.451.392.563 97,78 % 
2020 7.191.011.000 7.995.854.765 111,19% 
2021 9.942.545.931 12.296.289.161 123,67 % 
2022 16.132.300.000 16.203.159.513 100,44 % 
2023 17.332.300.000 17.056.714.478 98,41 % 
2024 14.014.244.804 14.014.244.804 85,03% 

Sumber: BKD Kota Bukittinggi (2025) 
 
Data pada tabel 2, menunjukan 

realisasi  pajak hotel mengalami 
fluktuasi dengan pencapian target 
bervariasi anatara 97,78% hingga 
123,67%. Dan terjadi lonjakan pada 
tahun 2020-2021 terjadi karena 
penyesuain target saat pandemi 
Covid-19.  

 
Tabel 3. Target dan Realisasi 

penerimaan Pajak Restoran di 
Kota Bukittinggi (2019-2024) 

Tahun Target Realisasi 
Persentase 

% 
2019 9.638.359.036 6.883.406.364 71,42 % 
2020 5.044.643.000 5.494.925.670 108,93 % 
2021 6.433.694.475 6.052.919.004 94,08 % 
2022 8.532.186.156 6.907.622.772 80,96 % 
2023 10.054.424.206 7.093.415.280 70,55 % 
2024 9.249.300.000 6.598.150740 71,34 % 

Sumber: BKD Kota Bukittinggi (2025) 
 
Berdasarkan tabel 3, realisasi 

pajak restoran menunjukan 
pencapaian target yang rendah, 
bahkan menurun hingga 70,55% pada 
tahun 2023 meskipun jumlah restoran 
terus meingkat. Dapat disimpulkan, 
berdasarkan  dari data target dan 
realisasi pajak hotel dan pajak 
restoran Kota Bukittinggi tahun 2019-
2024 tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa realisasi pajak hotel 
mengalami fluktuasi dan pajak 
restoran mengalami penurunan 
beberapa tahun terakhir lalu realisasi 
yang tidak mercapai target yang di 

anggarkan oleh pemerintah Kota 
Bukittinggi. 

Oleh karena itu, permasalahan 
ini muncul akibat rendahnya tingkat 
kepatuhan wajib pajak, mekanisme 
pemungutan yang belum berjalan 
optimal, serta pengawasan yang 
masih lemah. Walaupun sistem Self 
Assessment telah diterapkan, masih 
banyak wajib pajak yang tidak 
menyampaikan laporan atau dengan 
sengaja menurunkan nilai omzet yang 
dilaporkan. Selain itu, ketidakpastian 
ekonomi global turut berdampak pada 
menurunnya omzet usaha dan 
berkurangnya kemampuan maupun 
kemauan wajib pajak untuk 
membayar pajak.  

Untuk mengatasi persoalan 
tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi 
telah melakukan berbagai langkah 
strategis, seperti penerapan sanksi 
administrasi, penguatan mekanisme 
pengawasan, pemberian teguran 
tertulis, serta peningkatan koordinasi 
dengan instansi terkiat guna 
mendorong kesadaran masyarakat 
dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan.  

Berdasarkan latar belakang 
tersebut, penelitian ini bertujuan 
untuk (1) menganalisis kontribusi 
pajak hotel dan pajak restoran 
terhadap PAD Kota Bukittinggi 
periode 2019-2024, (2) 
mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi fluktuasi realisasi 
penerimaan pajak hotel dan 
rendahnya realisasi pajak restoran, 
(3) mengakji strategi optimalisasi 
pengelolaan pajak hotel dan restoran 
dalam meningkatkan PAD Kota 
Bukittinggi. 

 
METODE PENELITIAN 

Pendekatan ini menggunaan 
pendekatan mix method (campuran) 
dengan jenis penelitian deskriptif. 
Menurut Abbas (2010) dalam Putri 
(2020), pendekatan mix method 
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memadukan metode kualitatif dengan 
metode kuantitatif dalam hal 
metodologi untuk memperoleh 
pemahaman yang lebih kompherensif 
terhadap fenomena yang diteliti. 
Peneltian ini dilaksanakan di Kantor 
Badan Keuangan Kota Bukittinggi, 
peneliti memilih lokasi ini karena Kota 
Bukittinggi yang merupakan kota 
wisata dengan potensi pajak hotel dan 
restoran yang signifikan. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Agustus s/d 
Oktober. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi: 
a. Data Primer: diperoleh melalui 

wawancara dengan informan 
kunci dari Badan Keuangan Kota 
Bukittinggi, khususnya di Bidang 
Pendapatan, meliputi: Kepala 
Bidang Pendapatan, Kasubid 
Pendaftaran dan Pendataan, 
Kasubid Penetapan, Pemeriksaan 
dan Keberatan, Kasubid 
Penagihan, dan Petugas Lapangan. 

b. Data Sekunder: data ini dapat 
berupa laporan realisasi PAD, 
laporan Target dan realisasi pajak 
daerah persektor periode 2019-
2024, serta dokumen terkiat 
lainnya dari Badan Keuangan Kota 
Bukittinggi, BPS Provinsi 
Sumatera Barat, dan BPS Kota 
Bukittinggi. 
Teknik pengumpulan Data yang 

digunakan meliputi: Wawanacara: 
dilakukan secara semi-terstruktur 
dengan menggunakan pedoman 
wawancara untuk memperoleh 
informasi mendalam mengenai faktor-
faktor yang mempengauhi 
penerimaan pajak serta strategi 
optimalisasinya dan Dokumentasi: 
pengumpulan data sekunder dari 
dokumen resmi Badan Keuangan Kota 
Bukittinggi dan publikasi BPS. 

Data Kuantitatif dianalisis 
menggunakan analisis kontribusi 
untuk mengetahui seberapa besar 
kontribusi pajak hotel dan pajak 

restoran terhadap PAD. Rumus yang 
digunakan (Handoko, 2013). 
 
Kontribusi pajak 

=  
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐥𝐢 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡
x 100% 

 
Hasil perhitungan kemudian 

ditentukan beberapa kriteria dari 
Kepmendagri No.690900.327 Tahun 
1996: 
 

Tabel 4. Kriteria Tingkat 
Kontribusi Pajak 

Persentase 
kontribusi 

Kriteria 

0,00%-10% Sangat Kurang 
10,10%-20% Kurang 
20,10%-30% Sedang 
30,10%-40% Cukup Baik 
40,10%-50% Baik 

>50% Sangat Baik 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri  
No.690.900.327 Tahun 1996. Pedoman 
penelitian kinerja keuangan  

 
Data kualitatif dianalisis 

menggunakan Model Miles, dalam 
Samiun et al., (2024) yang meliputi 
tahapan: (1) pengumpulan data (data 
collection), (2) reduksi data (data 
condensation), (3) penyajian data 
(display data), dan (4) penarikan 
kesimpulan (concluding 
drawing/verification). Uji keabsahan 
data menggunakan teknik triangulasi 
sumber, yaitu dengan 
membandingkan hasil wawancara 
dari berbagai informan untuk 
memastikan kreadibilitas data. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kontribusi Pajak Hotel  

Berdasarkan analisis data 
tahun 2019-2024 menunjukan bahwa 
kontribusi pajak hotel terhadap PAD 
berfluktuasi, dengan rata-rata sebesar 
13,32% yang termasuk dalam 
kategori “Kurang”. Dan nilai terendah 
tercatat pada tahun 2020, yakni 
9,51% yang dipengaruhi oleh 
pandemi Covid-19. Adapun kontribusi 
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tertinggi terjadi pada tahun 2024, 
mencapai 17,87%. 
 

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel 
terhadap PAD (2019-2024) 

 
Sumber: Data diolah peneliti 

 
Fluktuasi ini sejalan dengan 

temuan Ali et al (2020) yang 
menyimpulkan bahwa kontribusi 
pajak hotel tidak stabil karena tingkat 
ketergantungan yang tinggi pada 
jumlah wisatawan dan okupansi hotel. 
Penururnan tajam pada tahun 2020 
diperkuat dengan pandangan 
Pebriana (2024) bahwa faktor 
eksternal seperti pandemi 
memberikan dampak signifikan 
terhadap penerimaa pajak meskipun 
pemungutan tetap berjalan. 

 
Kontribusi Pajak Restoran 

Berbeda dengan pajak hotel, 
kontribui pajak restoran berada pada 
tingkat yang jauh lebih rendah, 
dengan rata-rata hanya 6,46% yang 
diklasifikasikan dalam kategorikan 
“sangat kurang”. Dimana nilai 
terendah terjadi pada tahun 2022 
sebesar 5,28%, sementara capaian 
tertingginya pada tahun 2024 
mencapai 8,42%, meskipun masih 
berada dalam kategori yang sama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 6. Kontribusi Pajak Hotel 
terhadap PAD (2019-2024) 

 
Sumber: Data diolah peneliti 

 
Rendahnya kontribusi ini 

sesuai dengan pandangan Ardiyanto 
&Suryaningsih (2022) dalam (Fajar & 
Tunisa, 2025) yang menunjukan 
bahwa kontribusi ajak restoran 
cenderung rendah di daerah dengan 
domisili UMKM kuliner karena 
pelaporan omzet yang tidak akurat. 
Sakinah (2018) juga menambhakan 
bahwa efektivitas pemungutan pajak 
restoran sulit dicapai ketika 
penerapan siste self-assessment 
masih belum dikelola sepenuhnya 
karena beberapa faktor kendala 
seperti kurangnya kesadaran wajib 
pajak, kejujuran, kesediaan 
membayar, disiplin dalam 
menerapkan undang-undang 
perpajakan, dan lemahnya peraturan 

 
Perbandingan Kontribusi Pajak 
Hotel dan Restoran 

Pajak Hotel tercatat memberi 
sumbangan lebih besar terhadap PAD 
dibandingkan Pajak Restoran. Hal ini 
sejalan dengan temuan Ayuningtika & 
Murwanto (2023) yang menyebutkan 
bahwa sektor perhotelan cenderung 
memiliki kapasitas penerimaan yang 
lebih stabil. Meski demikian, 
kontribusi Pajak Hotel di Kota 
Bukittinggi masih belum mencapai 
tingkat yang diharapkan, sehingga 
diperlukan upaya penguatan melalui 
peningkatan pengawasan, digitalisasi 
sistem pemungutan, serta 
pengembangan sektor pariwisata. Di 
sisi lain, kecilnya kontribusi Pajak 
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Restoran mengindikasikan perlunya 
peningkatan kepatuhan wajib pajak 
dan perluasan objek pajak agar 
potensi ekonomi sektor kuliner 
dapat dimaksimalkan. 

Hasil analisis kuantitatif 
menunjukkan bahwa kontribusi Pajak 
Hotel sebesar 13,32% dan Pajak 
Restoran sebesar 6,46% terhadap 
PAD Kota Bukittinggi pada periode 
2019-2024 masih berada pada 
kategori rendah dan mengalami 
fluktuasi dari tahun ke tahun. 
Walaupun terdapat peningkatan pada 
tahun 2024, perbaikan tersebut belum 
mampu mengubah klasifikasinya. 
Temuan ini mengindikasikan masih 
luasnya peluang untuk 
mengoptimalkan kedua jenis pajak 
tersebut dan menjadi pijakan penting 
bagi pendalaman analisis melalui 
data kualitatif. 
 
Faktor-faktor yang 
Memepengaruhi Fluktuasi  
Penerimaan Pajak Hotel 
1. Faktor Eksternal 

a) Dampak Pandemi Covid-19 
Pandemi COVID-19 

menurunkan mobilitas wisatawan 
dari 1,69 juta perjalanan (2019) 
menjadi 898 ribu (2020), sehingga 
realisasi Pajak Hotel turun dari 
Rp14,45 miliar menjadi Rp7,99 miliar. 
Kondisi ini menunjukkan tingginya 
ketergantungan antara jumlah 
wisatawan dan penerimaan Pajak 
Hotel. Temuan lapangan ini sejalan 
dengan Pristiwantiyasih (2023)yang 
menegaskan bahwa pandemi 
menekan okupansi hotel dan secara 
langsung menurunkan 
pendapatan pajak daerah. 

 
b) Kunjungan Wisatawan dan 

Hari Libur 
Fluktuasi jumlah wisatawan 

berpengaruh langsung terhadap 
penerimaan Pajak Hotel. Pada 2023 
jumlah kunjungan mencapai 1,66 juta 

perjalanan dengan realisasi Rp17,05 
miliar, namun menurun menjadi 1,33 
juta perjalanan pada 2024 sehingga 
pajaknya ikut turun menjadi Rp14,01 
miliar. Temuan ini sejalan dengan 
Widyaningsih & Budhi (2022)yang 
menyatakan bahwa peningkatan 
wisatawan pada periode tertentu 
berdampak langsung terhadap 
naiknya penerimaan pajak hotel 
sebagai bagian dari PAD. 

 
c) Kondisi Ekonomi Makro 

Kontraksi PDRB sektor 
akomodasi sebesar -23,31% pada 
2020 menggambarkan menurunnya 
daya beli dan frekuensi perjalanan, 
sehingga berdampak pada penurunan 
penerimaan Pajak Hotel. Kondisi ini 
sejalan dengan Ekasari et al., (2024) 
yang menyatakan bahwa pelemahan 
ekonomi menurunkan konsumsi jasa 
wisata dan berimbas langsung pada 
penerimaan pajak hotel. 

 
d) Bencana alam dan 

Infrastruktur 
Bencana galodo Gunung 

Marapi serta kerusakan jalan di 
kawasan Lembah Anai turut 
menurunkan jumlah wisatawan dan 
realisasi pajak pada 2024. Kondisi ini 
sejalan dengan Utomo & Marta (2022) 
yang menyatakan bahwa kerusakan 
infrastruktur pasca-bencana 
melemahkan mobilitas wisatawan dan 
aktivitas ekonomi daerah. 

 
e) Perubahan Regulasi 

Penerapan Perda No. 8/2023 
dan Perwako No. 19/2024 
menyebabkan adanya penyesuaian 
tarif bagi pelaku usaha kecil, sehingga 
realisasi pajak mengalami penurunan. 
Situasi ini selaras dengan temuan 
Rianto (2021)bahwa adaptasi regulasi 
baru biasanya menimbulkan fluktuasi 
sementara pada penerimaan pajak. 
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2. Faktor Internal 

a) Kepatuhan Hotel Kecil/Non 

Bintang 

Hotel berkapasitas besar 

umumnya melaporkan omzet yang 

lebih stabil, sedangkan hotel kecil 

sering memasukkan laporan omzet 

yang sangat rendah bahkan "Rp0". 

Situasi ini sejalan dengan Muhnia et 

al., (2023) yang menegaskan bahwa 

rendahnya literasi dan kesadaran 

pajak meningkatkan risiko under-

reporting. 

 

b) Administrasi dan Sistem 

Pelaporan 

Penerapan self-assessment 

yang masih mengandalkan pencatatan 

manual menimbulkan berbagai 

anomali dalam pelaporan omzet. 

Temuan ini sejalan dengan Eliyah et 

al., (2016) bahwa self-assessment 

mudah menyimpang jika tidak 

ditopang pemeriksaan dan literasi 

pajak yang memadai. 

 

c) Kualitas SDM Pengelolaan 

Pajak 

Keterbatasan jumlah pegawai-

18 orang dari kebutuhan 31-

membatasi pelaksanaan pengawasan, 

verifikasi, dan pembinaan terhadap 

wajib pajak. Kondisi ini sejalan dengan 

Astana & Merkusiwati (2017) yang 

menyatakan bahwa kualitas dan 

jumlah SDM fiskus menentukan 

efektivitas pengawasan dan 

kepatuhan pajak. 

 

d) Keterlambatan Pembayaran 

dan Tunggakan 

Sekitar 20% hotel masih kerap 

melakukan keterlambatan 

pembayaran pajak meskipun telah 

dikenakan denda. Situasi ini sejalan 

dengan Wijayanto (2018) yang 

menyatakan bahwa keterlambatan 

dapat berkurang bila pelayanan fiskus 

lebih proaktif dan sistem 

pembayaran lebih modern 

 

Faktor-faktor yang 

memepengaruhi rendahnya  

penerimaan pajak restoran 

1. Faktor Eksternal 

a) Kondisi Ekonomi dan Daya Beli 

Masyarakat 

Pelemahan ekonomi daerah 

terlihat dari kontraksi sektor 

penyediaan makanan dan minuman 

serta turunnya daya beli masyarakat. 

Kondisi ini membuat konsumen 

mengurangi kunjungan ke restoran, 

sehingga omzet menurun dan realisasi 

Pajak Restoran ikut terdampak. 

Temuan ini sejalan dengan 

Pristiwantiyasih (2023) yang 

menegaskan bahwa kemampuan 

finansial pelaku usaha sangat 

memengaruhi kepatuhan pajak dan 

potensi penerimaan daerah. 

 

b) Kondisi Pariwisata (Jumlah 

Kunjungan wisatawan) 

Fluktuasi jumlah wisatawan 

berpengaruh langsung terhadap 

omzet restoran. Selama pandemi, 

penurunan kunjungan wisatawan 

menyebabkan penerimaan Pajak 

Restoran ikut menurun meskipun 

pengawasan tetap berjalan. Hal ini 

diperkuat oleh  Sitawati & 

Rakhmawati (2025) yang menyatakan 

bahwa kepatuhan pajak sektor 

pariwisata sangat dipengaruhi arus 

kunjungan wisatawan. 

 

c) Dampak Pandemi Covid-19 

Pandemi menyebabkan 

hilangnya hampir separuh potensi 

wisatawan dan membuat masyarakat 

membatasi konsumsi di restoran. 
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Dampaknya, omzet restoran turun 

drastis sehingga kemampuan pelaku 

usaha untuk membayar pajak ikut 

melemah. Kondisi ini relevan dengan 

temuan Fajaria & Nawawi, (2023) 

yang menunjukkan bahwa pandemi 

menekan pendapatan dan sekaligus 

menurunkan kepatuhan pajak pada 

sektor restoran. 

 

d) Bencana Alam dan 

Infrastruktur 

Kerusakan infrastruktur akibat 

bencana menghambat mobilitas 

wisatawan dan menurunkan jumlah 

konsumen restoran. Dampak bencana 

yang signifikan terhadap aktivitas 

ekonomi ini sejalan dengan Suprapto 

(2022) yang menekankan bahwa 

kerentanan bencana berpengaruh 

langsung pada keberlangsungan 

usaha pariwisata dan 

kapasitas fiskal daerah. 

 

e) Persaingan Usaha UMKM 

Keliling 

Bertambahnya pedagang 

keliling menekan kinerja restoran 

formal karena menawarkan harga 

yang lebih terjangkau dan tidak 

seluruhnya tercatat sebagai objek 

pajak. Kondisi ini mengurangi potensi 

Pajak Restoran. Temuan ini konsisten 

dengan Maulinarhadi R & Agusti 

(2019) yang menyatakan bahwa 

perkembangan UMKM perlu 

diimbangi dengan regulasi yang 

proporsional agar tidak 

mengurangi potensi PAD. 

 

2. Faktor Internal 

a) Tingkat Kepatuhan dan 

Kesadaran Wajib Pajak 

Banyak restoran kecil belum 

tertib dalam pelaporan maupun 

penyetoran pajak, menunjukkan 

rendahnya kepatuhan formal. Pola ini 

selaras dengan teori Allingham & 

Sandomo (2008) bahwa wajib pajak 

cenderung tidak patuh ketika risiko 

audit rendah dan beban 

administrasi dianggap berat. 

 

b) Keterbatasan Sumber Daya 

Manusia (SDM) 

Keterbatasan jumlah dan 

kompetensi SDM pengelola pajak 

membuat verifikasi omzet dan 

pengawasan restoran belum berjalan 

optimal. Kondisi ini sejalan dengan 

Asmapane & Putri (2025) yang 

menegaskan bahwa kapasitas fiskus 

memengaruhi kepercayaan wajib 

pajak dan efektivitas pengawasan. 

 

c) Sistem Administrasi dan 

Teknologi 

Digitalisasi belum berjalan 

merata karena banyak restoran kecil 

masih memakai pencatatan manual, 

sehingga akurasi laporan omzet 

menjadi rendah. Situasi ini sesuai 

dengan pandangan Wijayanah & 

Basuki (2022) bahwa kepatuhan 

dapat meningkat jika sistem 

administrasi mengombinasikan 

layanan yang mudah, pengawasan 

yang jelas, dan 

transparansi yang baik. 

 

d) Pembukuan dan Pelaporan 

Tidak Tertib 

Rendahnya kualitas 

pembukuan membuat laporan omzet 

menjadi tidak akurat dan menyulitkan 

proses verifikasi. Kondisi ini sejalan 

dengan Ningsiih & Hidayatulloh 

(2022) yang menekankan bahwa 

pembukuan tidak tertib 

mencerminkan rendahnya 

pemahaman administrasi perpajakan. 
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e) Pengawasan Belum Masif dan 

Minim Audit 

Pengawasan yang dilakukan 

sebagian besar masih bersifat 

administratif dan belum didukung 

audit mendalam karena keterbatasan 

jumlah auditor. Akibatnya, berbagai 

bentuk ketidakpatuhan tidak 

teridentifikasi secara optimal. Kondisi 

ini sejalan dengan Rizky et al., (2021) 

yang menyatakan bahwa pengawasan 

yang lemah dan minim edukasi 

membuat wajib pajak kurang 

termotivasi untuk patuh 

 

Strategi Optimalisasi Pajak Hotel 

Dan Pajak Restoran  

1. Stratgei Intensifikasi Pajak 

a) Pemutakhiran Data 

Pemerintah melakukan 

pembaruan basis data wajib pajak 

melalui verifikasi lapangan, 

digitalisasi data, serta penyesuaian 

berkala sesuai kondisi usaha. Upaya 

ini penting karena akurasi data 

berpengaruh langsung pada 

ketepatan penetapan pajak dan dapat 

mengurangi potensi tax gap. 

Pandangan ini diperkuat oleh 

Mandacan & Ardiansya (2025)yang 

menyebutkan bahwa kualitas data 

merupakan fondasi utama 

intensifikasi, karena menentukan 

kemampuan pemerintah dalam 

mengidentifikasi potensi penerimaan. 

 

b) Peningkatan Pengawasan 

Pengawasan dilaksanakan 

melalui pemeriksaan lapangan, 

pemanfaatan teknologi, dan 

monitoring administratif. 

Pengawasan yang dilakukan secara 

konsisten dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak serta 

mengurangi potensi manipulasi 

laporan omzet. Kondisi ini sejalan 

dengan temuan Sakti & Fauzia (2018) 

yang menyatakan bahwa monitoring 

lapangan memiliki pengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak hotel. 

 

c) Penagihan Pajak 

Pemerintah menerapkan 

mekanisme penagihan bertahap 

melalui surat teguran, pemberian 

sanksi administratif, hingga 

penagihan langsung oleh tim khusus. 

Pendekatan ini memadukan langkah 

persuasif dengan penegakan hukum. 

Wahyudin and Mustofa (2025), yang 

menegaskan pentingnya prinsip-

prinsip pengawasan seperti 

penetapan standar, evaluasi hasil, dan 

tindakan korektif. 

 

2. Strategi Ekstensifikasi Pajak 

Ekstensifikasi difokuskan pada 

perluasan objek pajak melalui 

pendataan aktif, patroli lapangan, dan 

pemanfaatan media digital untuk 

melaporkan usaha baru. Pendekatan 

ini sejalan dengan Palis  (2025) yang 

menyatakan bahwa digitalisasi dan 

pendataan aktif merupakan pilar 

reformasi PAD karena memperluas 

basis pajak secara efisien dan 

meningkatkan akurasi pendataan. 

 

3. Strategi Digitalisasi dan 

Pemanfaatan Teknologi 

Digitalisasi diwujudkan 

melalui penggunaan tapping box, 

aplikasi Smartexs, pemetaan digital 

objek pajak, serta sistem pelaporan 

online. Upaya ini meningkatkan 

transparansi, meminimalkan potensi 

manipulasi, dan mempercepat 

layanan. Pandangan ini sejalan dengan 

Mardiasmo (2018) yang menegaskan 

bahwa pencatatan real-time adalah 

instrumen modern untuk 
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meningkatkan akuntabilitas dan 

efektivitas pemungutan pajak. 

 

4. Strategi peningkatan kepatuhan 

wajib pajak 

a) Sosialisasi dan Edukasi 

Sosialisasi dilakukan melalui 

pertemuan langsung, forum diskusi, 

kerja sama dengan Kejaksaan, serta 

pemanfaatan media digital. Langkah 

ini membantu meningkatkan 

pemahaman wajib pajak mengenai 

kewajiban mereka. Hal ini sesuai 

dengan Widiastuti & Wijaya (2023) 

yang menjelaskan bahwa komunikasi 

langsung dalam sosialisasi 

meningkatkan kejelasan informasi 

dan pemahaman kelompok sasaran. 

 

b) Reward dan Punishment 

Pemerintah memberikan 

penghargaan non-material kepada 

wajib pajak yang patuh, serta 

menerapkan sanksi administratif bagi 

yang melanggar. Mekanisme ini 

menciptakan keseimbangan antara 

dorongan positif dan penegakan 

aturan. Pendekatan tersebut 

didukung oleh Dahrani et al., (2021) 

yang menyatakan bahwa kombinasi 

insentif dan sanksi efektif dalam 

membentuk perilaku 

kepatuhan pajak. 

 

c) Penegakan Hukum dan Tim 

Gabungan 

Penegakan hukum dilakukan 

secara bertahap melalui teguran, 

pembinaan lapangan, pelibatan 

TNI/Polri/KPP Pratama, hingga 

penerapan sanksi sosial dan 

penyegelan. Strategi ini menegaskan 

kepastian hukum sekaligus tetap 

mengutamakan pembinaan. 

Pandangan ini konsisten dengan 

Rahayu, 2020) bahwa penegakan 

pajak yang efektif harus dimulai dari 

pemberitahuan administratif sebelum 

tindakan represif. 

 

d) Stratgei Koordinasi dan 

Kerjasam antar Instansi 

Koordinasi dilakukan antara 

BPKPAD, Dinas Pariwisata, Dinas 

Perizinan, Kejaksaan, Kepolisian, dan 

perbankan, meliputi pertukaran data, 

sosialisasi, pembinaan, hingga 

digitalisasi pembayaran. Pendekatan 

ini mencerminkan model 

collaborative governance, 

sebagaimana dijelaskan oleh Ansell & 

Gash (2007) bahwa kebijakan 

multisektor membutuhkan kerjasama 

berkelanjutan untuk 

mencapai efektivitas. 

 

e) Strategi Peningkatan 

Kapasitas SDM dan Pelayanan 

Pemerintah meningkatkan 

kompetensi pegawai melalui 

pelatihan rutin, pembinaan teknis, 

dan penguatan literasi digital. 

Pelayanan diperluas dengan 

menyediakan kanal tatap muka 

maupun digital agar lebih inklusif. 

Pendekatan ini sejalan dengan 

Damayanti et al., (2014) yang 

menekankan bahwa peningkatan 

kapasitas aparatur merupakan 

fondasi utama efektivitas administrasi 

publik dan inovasi pelayanan. 

Seluruh strategi-mulai dari 

intensifikasi, ekstensifikasi, 

digitalisasi, peningkatan kepatuhan, 

koordinasi lintas instansi, hingga 

penguatan kapasitas SDM-

menunjukkan bahwa pengelolaan 

Pajak Hotel dan Restoran di 

Bukittinggi telah bergerak menuju 

tata kelola modern. Strategi-strategi 

ini tidak hanya meningkatkan 

kepatuhan dan akurasi pemungutan, 
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tetapi juga memperkuat transparansi, 

efisiensi, serta profesionalitas 

pengelolaan pajak daerah. 

Penerimaan Pajak Hotel dan 

Restoran di Bukittinggi mengalami 

naik-turun yang dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor eksternal, seperti 

pandemi, perubahan jumlah 

wisatawan, kondisi ekonomi, bencana 

alam, kualitas infrastruktur, serta 

penyesuaian regulasi. Di sisi lain, 

faktor internal yang turut 

melemahkan kinerja pajak meliputi 

rendahnya kepatuhan usaha kecil, 

sistem administrasi dan teknologi 

yang belum memadai, keterbatasan 

sumber daya manusia, serta proses 

pelaporan dan pengawasan yang 

masih kurang optimal. Untuk 

menanggapi berbagai kendala 

tersebut, pemerintah menjalankan 

beragam langkah perbaikan-termasuk 

intensifikasi, ekstensifikasi, 

digitalisasi, penguatan kepatuhan, 

kerja sama lintas instansi, serta 

peningkatan kapasitas SDM-yang 

secara keseluruhan ditujukan untuk 

meningkatkan ketepatan, kepatuhan, 

dan efektivitas 

pemungutan pajak daerah. 

Integrasi temuan kuantitatif 

dan kualitatif menunjukkan bahwa 

rendahnya kontribusi Pajak Hotel dan 

Restoran terhadap PAD Kota 

Bukittinggi tidak hanya dipengaruhi 

oleh aktivitas ekonomi, tetapi lebih 

disebabkan oleh rendahnya 

kepatuhan wajib pajak dan efektivitas 

administrasi yang terbatas. Secara 

kuantitatif, rata-rata kontribusi Pajak 

Hotel hanya 13,32 persen dan Pajak 

Restoran 6,46 persen, mencerminkan 

pemungutan yang belum optimal. 

Temuan kualitatif menegaskan 

adanya kendala pencatatan manual, 

peluang manipulasi dalam self-

assessment, serta pengawasan yang 

terbatas, diperparah oleh faktor 

eksternal seperti pandemi dan 

bencana alam yang menurunkan 

jumlah wisatawan. Upaya pemerintah 

melalui pemanfaatan teknologi 

perekam transaksi, peningkatan 

pengawasan, dan penguatan basis 

data menjadi langkah penting untuk 

memperbaiki kinerja penerimaan. 

Dengan demikian, optimalisasi kedua 

jenis pajak hanya dapat tercapai 

melalui perbaikan sistem, I teknologi, 

dan kepatuhan wajib pajak 

secara bersamaan. 

 
KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kontribusi Pajak Hotel dan 
Pajak Restoran terhadap PAD Kota 
Bukittinggi selama periode 2019-
2024 masih jauh dari optimal. Secara 
kuantitatif, Pajak Hotel hanya 
memberikan kontribusi rata-rata 
13,32 persen dengan kategori 
"Kurang", sedangkan Pajak Restoran 
rata-rata 6,46 persen atau tergolong 
"Sangat Kurang". Rendahnya 
kontribusi ini dipengaruhi oleh 
kombinasi faktor internal dan 
eksternal. Faktor eksternal meliputi 
pandemi COVID-19, penurunan 
jumlah wisatawan, kondisi ekonomi, 
bencana alam, dan perubahan 
kebijakan tarif yang memengaruhi 
kemampuan usaha dalam 
menghasilkan omzet. Sementara 
faktor internal mencakup rendahnya 
kepatuhan pelaku usaha-terutama 
hotel nonbintang dan restoran kecil-
disertai pencatatan manual, minimnya 
pemanfaatan teknologi seperti 
tapping box, serta keterbatasan SDM 
pengawasan yang membuat realisasi 
penerimaan jauh dari potensi 
sebenarnya. Pemerintah daerah telah 
menerapkan strategi intensifikasi, 
ekstensifikasi, digitalisasi, 
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peningkatan kepatuhan, penguatan 
koordinasi, dan pengembangan SDM 
untuk meningkatkan kinerja 
pengelolaan pajak. Temuan ini 
menegaskan bahwa optimalisasi Pajak 
Hotel dan Restoran membutuhkan 
sinergi antara perbaikan administrasi, 
penguatan teknologi, peningkatan 
kepatuhan wajib pajak, serta mitigasi 
faktor eksternal yang memengaruhi 
sektor pariwisata. 
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